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KATA PENGANTAR

Administrasi publik dan kebijakan publik seringkali digu-
nakan sebagai dua term yang saling menggantikan. Bila ditinjau
dengan seksama, kedua term tersebut tidak hanya saling meng-
gantikan tetapi lebih pada saling menunjuk. Artinya, kebera-
daan administrasi bisa dilihat sebagai induk dan kebijakan pu-
blik sebagai derivat. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa
Kebijakan Publik menjadi salah satu konsentrasi dari Program
Studi Administrasi Publik, bahkan menjadi kajian utama ilmu
administrasi negara. Selain itu, kebijakan publik juga bisa dili-
hat sebagai produk, peran dan fungsi administrasi (administra-
tor publik).

Negara berkewajiban menciptakan basic social structure
(John Rawls, A Theory of Justice) demi menjamin kepentingan
semua pihak. Artinya, negara tidak berurusan langsung dengan
kesejahteraan masing-masing individu, melainkan mencipta-
kan kebijakan publik yang memungkinkan setiap orang men-
dapat kesempatan yang fair untuk memenuhi kepentingannya.
Dalam konteks ini, negara berhak menerapkan Undang - undang
atau kebijakan publik yang dipandangnya bermanfaat untuk
memelihara tertib sosial. Atas dasar itu, fokus utama kebijakan
publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang
merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara
untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidu-
pan orang banyak.

Tulisan ini diawali dengan pemahaman mengenai admi-
nistrasi dan kebijakan publik, sehingga diperoleh pemahaman
yang komprehensif mengenai realitas kebijakan publik, baik
mengenai proses maupun dampaknya sekaligus sebagai reflek-




si atas tugas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebab Salah
satu tugas dari Administrasi Publik adalah pembuat kebijakan
atau Policy Maker yang dikenal dengan Kebijakan Publik. Arti-
nya para administrator ini membuat suatu kebijakan dengan
tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada
di Publik (masyarakat). Kebijakan publik adalah keputusan-
keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran stra-
tegis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Karena itu,
kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni me-
reka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak,
umumnya melaluisuatu proses pemilihan untuk bertindak atas
nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilak-
sanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh biro-
krasi, dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat
(rakyat)

Buku ini disusun dalam suatu kerangka pikir yang simpel
dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dibaca oleh
seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang terkait dengan
tugas-tugas birokrasi, tugas-tugas pelayanan publik sepertiapa-
ratur pemerintah. Selain itu, buku ini dapat dipakai sebagai
salah satu referensi dalam diskusi dan pembelajaran mengenai
kebijakan publik dengan seluruh proses dan konsekuensinya..

Penulis menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekura-
ngan. Oleh sebab itu kami sangat berterima kasih apabila ada
kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan di-
masa datang.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin!

Malang, 19 Februari 2011
Kridawati
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BABI

PENDAHULUAN :
Administrasi Publik dan Kebijakan Publik

Dewasa ini, administrasi publik dan kebijakan publik seringkali
digunakan sebagai dua term yang saling menggantikan. Bila ditin-
jau dengan seksama maka kedua term tersebut tidak hanya sa-
ling menggantikan tetapi lebih pada saling menunjuk. Artinya, ke-
beradaan administrasi bisa dilihat sebagai induk dan kebijakan
publik sebagai sub bagian. Dalam konteks ini, kita bisa melihat
bahwa Kebijakan Publik menjadi salah satu konsentrasi dari Pro-
gram Studi Administrasi Publik. Selain itu, kebijakan publik juga
bisa dilihat sebagai produk, peran dan fungsi administrasi (admi-
nistrator publik). Karena itu, bisa juga dikatakan bahwa kebijakan
publik merupakan kajian utama ilmu administrasi negara.

Dalam kerangka tugas fasilitasi, negara berkewajiban men-
ciptakan basic social structure (John Rawls, A Theory of Justice)
demi menjamin kepentingan semua pihak. Artinya, negara tidak
berurusan langsung dengan kesejahteraan masing-masing indivi-

du, melainkan menciptakan kebijakan publik yang memungkinkan
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setiap orang mendapat kesempatan yang fair untuk memenubhi
kepentingannya. Dalam konteks ini, negara berhak menerapkan
Undang - undang atau kebijakan publik yang dipandangnya ber-
manfaat untuk memelihara tertib sosial.

Karena itu, tulisan ini diawali dengan pemahaman mengenai
administrasi dan kebijakan publik. Sehingga diperoleh pemahaman
yang komprehensif mengenai realitas kebijakan publik, baik me-
ngenai proses maupun dampaknya sekaligus sebagai refleksi atas
tugas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebab Salah satu tugas
dari Administrasi Publik adalah pembuat kebijakan atau Policy Ma-
ker yang dikenal dengan Kebijakan Publik. Artinya para administra-
tor ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan yang ada di Publik (masyarakat). Ad-
ministrasi publik memiliki kajian ilmu tentang Politik, Hukum, Sosial

serta Manajemen.

1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi Publik (Public Administration) adalah suatu ba-
hasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan
bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif
serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi ke bijakan
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publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara
negara. J.E, Walters dalam “Basic Administrasion” (1959) menga-
takan bahwa : we are living in the vast administrative age of sci
ence, engineering, industry, government and democracy”.

IImu administrasi telah mengalami kemajuan yang sangat pe-
sat akhir-akhir ini, hal ini disebabkan karena semakin tingginya
kesadaran manusia bahwa setiap kegiatan usaha bersama untuk
mencapai tujuan baik pemerintahan, bisnis rumah sakit, militer,
universitas, maupun kegiatan kemasyarakatan dan sebagainya,
sangat membutuhkan “administrasi” untuk merealisasikan tujuan-
tujuannya. Bahkan ada adagium yang perlu dipegang teguh yaitu:
“Seberapa bagus organisasi melakukan kegiatan-kegiatannya
memproduksi barang dan jasa pada dasarnya ditentukan oleh se-
berapa bagus ia diadministrasikan”. Dengan bahasa lain : “The
quality of administrasion in the face of increasing complexities,
growth, dificulties, and problems determinens greatly their suc-
cess”

Untuk memahami makna term administrasi publik, ada baiknya
terlebih dahulu memahami unsur kata pembentuknya.

Apakah administrasi itu? Banyak sekali pendapat para pakar
tentang apa administrasi itu, seperti misalnya:
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« J.m. Pfifner (1954)
“Administration may be defined as the organization and direc-
tion of human and material resources to achieve desired ends”
(administrasi dapat diartikan sebagai pengorganisasian dan
pengerahan sumber-sumber manusia dan material untuk men-
capai tujuan-tujuan yang diinginkan)

* H.A. Simon (1958)
“Administration as the activities of groups cooperating to ac-
complish common goals “(administrasi adalah merupakan ak-
tivitas kelompok yang bekerjasama untuk mencapaitujuan ber-
sama).

*  W.H. Newman(1963)
“Administration has been defined as the guidance, leadership
and control of the effort of a group of individuals towards some
coomon goal” (Administrasi diartikan sebagai pengarahan, ke-
pemimpinan dan pengendalian usaha sekelompok individu da-

lam rangka mencapai tujuan bersama)
Secara etimologis, kata administration dalam bahasa Inggris

berasal dari kata ad + ministrare dalam bahasa Latin yang mem-
punyai arti “to serve” - memberikan jasa, pelayanan, bantuan,
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melayani atau mengabdi. Karakteristik utama administrasi adalah
memberikan pelayanan dan pengabdian yang sebaik-baiknya ke-
pada masyarakat (public service). Dapat dikatakan bahwa produk
atau hasil dari administrasi publik adalah pelayanan publik/pub-
lic service.

Dari kata Latin administrare kemudian dialihkan dalam bahasa
Inggris to administer diberiarti sama dengan to manage , sehingga
administration mempunyai arti yang sama dengan management
yaitu : “mengelola, memimpin, atau mengarahkan semua kegiatan
manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama”, tetapi ada pula
yang membeda-kan arti administration dan management, seperti
misalnya Dalton McFarland (1959) yang mengatakan bahwa: “ ad-
ministration refers to the determination of major aims and poli-
cies, where as management refers to the carying out operations
designed to occomplish the aims and effectuate policies”; admi-
nistrasi berperan menempatkan tujuan-tujuan pokok dan kebija-
kan-kebijakan, sedangkan manajemen ber-peran melaksanakan
tujuan dan kebijakan tersebut secara berhasil.

Selanjutnya di dalam Ensiklopedi Administrasi, pengertian ad-
ministrasi merupakan terjemahan bahasa Inggris “administration”
yang diuraikan sebagai berikut:
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“Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penye-
lenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok
manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam ma-
syarakat senantiasa terdapat kelompok orang yang hidup
bersama - sama. Orang - orang itu mengadakan sesuatu
usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang
tidak akan tercapai apabila dilakukan oleh masing-masing
orang sendiri...Segenap proses penyelenggaraan kerja sa-
ma itu dalam lapangan ilmu sosial disebut administrasi,
yang berasal dari bahasa Latin ad + ministrare. Suatu kata
kerja yang berarti melayani, membantu atau memenuhi.
Dari kata kerja tersebut terbentuklah kata benda adminis-
tratio dan kata sifat administrativus. Administrasi itu terdiri
dari delapan (8) unsur, yaitu 1) pengorganisasian, 2) ma-
nagemen, 3) komunikasi, 4)kepegawaian, 5) keuangan,
6) perbekalan, 7) tata usaha, dan 8)hubungan masyara-
kat.” (Westra, Sutarto dan Syamsi (ed), 1981).

Kemudian kalau kata administrasi itu ditambah kata negara/

politik / publik lalu menjadi administrasi negara/ publik. Kata publik
merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “Public”. Dalam
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), publik diartikan orang ba-

nyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi,

dan sebagainya. Sementara dalam Kamus Indonesia - Inggris

(John M.Echols dan Hassan Saddily, 1996), kata public berarti (ma-

syarakat) umum, rakyat. Contoh ; the general public ( rakyat umum,

orang banyak, masyarakat ramai); public knowledge (sudah dike-
tahui umum); public life (di muka umum); public utility (keperluan

umum); public works (pekerjaan umum); public administration (il-

mu ketataprajaan, ilmu usaha negara, administrasi pemerintah/

negara); public servant (pegawai pemerintahan negara).
Terminologi Administrasi Publik di Indonesia adalah terjemahan
dari public administration yang sering juga diterjemahkan menjadi
administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Ada berbagai
definisi mengenai administrasi publik, antara lain adalah :

* Dimock, Dimock, dan Koenig dalam “Public Administration”
mengartikan administrasi publik sebagai “The activity of the
state in the exercise of political power”

* J.M. Pfifner dan Robert V. Pesthus dalam bukunya “Public Admi-
nistration” mengatakan: “Public Administration is a process
concered with carrying out public policies.” Kedua definisi ter-
sebut jelas sekali menunjukan aktivitas administrasi negara/
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publik yaitu pelaksanaan kekuasaan politik atau kebijakan pu-
blik; juga menunjukan peran khusus administrasinegara yaitu
sebagai pelaksana kebijakan politik, sedang siapa yang me-
rumuskannya bukan menjadi peran administrasi negara.

* Dwight Waldo:

Public Administration is the organization and management of
men and materials to achieve the purposes of government
(Administrasi Publik adalah organisasi dan manajemen dari
orang-orang dan bahan-bahan untuk mencapai tujuan peme-
rintah)

* Sharkansky :

Administrasi Negara sebagai arena para Administrator mela-
kukan kegiatan-kegiatan,tugas-tugas dan pekerjaan pemerin-
tah/negara, dan sangat berkaitan erat dengan Public Policy
atau kebijakan Pemerintah/ Negara.

* Oxford Dictionary of Sociology (2005) menjelaskan “Public Ad-
ministration is the Bureaucratic systems and procedures which
serve the government and implement its policies. Hence also
field of study which describes and analyses policy develop-
ment and policy implementation processes. Dengan demikian,
administrator publik (birokrasi) harus mampu memahami rea-
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litas-realitas sosial untuk bisa merumuskan public interest dan
public affairs ( lokus administrasi publik menurut Nicholas Hen-
ry) dalam bentuk kebijakan publik, kemudian bertanggung ja-
wab dalam implementasi setiap kebijakan yang telah ditetap-
kan.

Pemahaman terhadap realitas sosial (isu kebijakan dalam ber-
bagai aspek kehidupan masyarakat) merupakan substansi dari ke-
bijakan publik. Para pengambil kebijakan tidak hanya berpikir se-
batas formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik, tetapi
terutama substansi kebijakan tersebut.

Definisi administrasi publik seperti tersebut di atas, banyak
dipengaruhi oleh paradigma administrasi negara yang mengdiko-
tomikan politik dengan administrasi negara, yaitu suatu aliran pe-
mikiran teoritik yang memisahkan peran politik di satu pihak yaitu
merumuskan kebijakan publik dan dipihak lain administrasi negara
berperan hanya sekedar sebagai pelaksana kebijakan publik ter-
sebut. Paradigma yang memisahkan politik dengan administrasi
negara telah lama ditinggalkan, dan sebagai gantinya telah ada
paradigma baru yang mengkontinuumkan (menarik hubungan yang
erat dan timbal balik) antara politik dan administrasi negara. Pa-
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radigma baru inilah yang sekarang banyak mempengaruhi pemi-

kiran teoritik administrasi negara/publik. Kita lihat misalnya definisi

administrasi negara yang dikemukakan oleh Nigro dan Nigro ber-

beda sekali dengan berbagai definisi diatas.
Menurut Nigro dan Nigro dalam “Modern Public Administra-

tion”(1980): Public Administration:

1. is cooperative group effort in public setting

2. covers all three branches-executive, legislative, and judicial-
and their interrelationship.

3. hasanimportant role in the formulation of public policy and is
thus a part of the political process.

4. is different in significant ways from private administration

5. is closely associated with numerous private groups and indi-
viduals in providing services to the community.

Dari definisi tersebut terutama pada butir 3 jelas sekali me-
nunjukkan peran atau keterlibatan administrasi Negara dalam pro-
ses politik yaitu peran untuk merumuskan kebijakan publik. Inilah
definisi administrasi negara yang kontemporeryang sesuai dengan
paradigma kontinuum politik-administrasi negara. Tentu saja masih
banyak lagi definisi yang sama atau mirip yag dikemukakan oleh

pakar yang lain.
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tataran administrasi publik di negara kita, implementor
kebijakan publik adalah birokrasi.

2. Goal dari administrasi publik adalah pelayanan publik (public
service ). Hal ini selaras dengan makna etimologis administrasi
( ad + ministrare) yang artinya to serve . Tentu saja konsep
“pelayanan atau melayani” disini tidak dipahami secara terba-
tas pada rutinitas aktivitas birokrasi yang seringkali dikonota-
sikan dengan minimnya inovasi dan kreativitas para adminis-
taror publik atau lazim disebut Pegawai Negeri Sipil. Sebab
harus diingat bahwa birokrasi adalah profesional karier yang
menuntut adanya sejumlah kompetensi sesuai pekerjaan dan
jabatannya; sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan
cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki semangat
pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organi-
sasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak be-
bas dari pengawasan eksternal.

3. Pemerintah atau eksekutif berperan dalam perumusan kebi-
jakan publik ( Ingat bahwa di dalam jajaran pemerintah ada
jabatan politik ( berdasarkan pemilihan atau sering juga disebut
political appointy) dan ada jabatan karier ( birokrasi, berdasar-
kan pengangkatan sesuai kompetensi dan penjenjangan kari-
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er). Pada tataran ini, terkandung adanya tuntutan kepada pe-
merintah untuk dapat memahami realitas masyarakat sehingga
dapat mengartikulasikan kebutuhan dan permasalahan ma-
syarakat dalam bentuk kebijakan publik yang populis.

4. Koordinasi dan kerja sama antara eksekutif, legislatif dan yu-
dikatif adalah penting dan signifikan dalam proses perumusan
kebijakan publik untuk mengatur kehidupan bersama dalam
rangka mencapai cita - cita bersama ( cita - cita negara).

5. Adanya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam upaya
mencapai tujuan bersama. Konsep ini dikenal (sekarang) de-
ngan istilah good governance yang mengedepankan kemitraan
dan kerja sama antara state, civil society dan private sector.

Proses Administrasi Publik

Rakyat
{ The Public )
Administrator / \ Pembuat Politik
|
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Tabel 1.1 Komponen Dalam Proses Administrasi Publik

PELAKU PERAN

» Rakyat = Sumber Kebutuhan, tuntutan
» Harus diusahakan oleh dinas Publik=—®

berupa Public Service

* Menerima, menggunakan, menikmati dan
menilai hasil kera dinas Publik

» Pembuat * Anggota Eksekutif, Legislatif —® menerima,
Politik menafsirkan kebutuhan dan tuntutan rakyat

* Menilai dan menimbang kepentingan yang
saling bertentangan

= Menentukan Public Polic

» Pelaksana * Terdiri dari pegawai-pegawai/pekerja yang

terorganisir

* Menafsirkan kebijakan-kebijakan umum

* Merumuskan rencanarencana, prosedur kerja
untuk melaksanakan dan menjalankan
Kebijakan Publik

2. Karakteristik Administrasi Negara/Publik

Administrasi negara/publik mempunyai perbedaan dan juga
persamaan dengan administrasi niaga/ bisnis/swasta. Persamaan
keduanya karena berbasis pada makna “administrasi” sebagai-

mana telah dijelaskan di muka yaitu” proses kerjasama sekelom-
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pok manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama” itu selalu
ada baik pada setting organisasi publik maupun swasta. Yang mem-
bedakannya adalah : tujuannya, problemanya, lingkungannya, da-
sar filosofinya, dsb.

Selain itu pada perkembangan kajian yang lebih kontemporer,
administrasi negara punya kaitan yang erat dengan administrasi
niaga. Hal ini bisa dilihat misalnya pada pandangan David Osborne
dan Ted Gaebler dalam karya monumental mereka “Reinventing
Goverment” yang mencoba mengaitkan prinsip-prinsip atau doktrin
administrasi negara dengan prinsip-prinsip ekonomi/bisnis yang
terbentuk ke dalam doktrin “entrepreneurial Goverment” walaupun
tentu saja sebagai suatu doktrin baru ada pihak-pihak yang pro
dan kontra. Aras yang pro yang menghendaki adanya “joint para-
digms” antara administrasi negara dan administrasi niaga lebih
kuat daripada yang kontra. Hal ini terutama disebabkan karena
arus globalisasi yang melanda dunia telah menyebabkan semakin
“membaurnya” aktivitas-aktivitas yang dilakukan baik oleh admi-
nistrasi negara maupun administrasi niaga. Ini merupakan tanta-
ngan baru dalam paradigma ilmu administrasi.

Karakteristik administrasi negara dan administrasi niaga dalam
pandangan klasik yaitu :




REALITAS KEBIJAKAN PUBLIK

1. Administrasi Negara bertujuan untuk memberikan pelayanan
yang sebaik-baiknya kepada masya-rakat (service making), se-
dangkan administrasi niaga bertujuan untuk mencari keuntu-
ngan yang sebesar-besarnya ( profit making).

2. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat
lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan
oleh administrasi niaga.

3. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat
monopoli atau semi monopoli (no competition), sedangkan ad-
ministrasi niaga kegiatannya lebih bersifat persaingan bebas (
free competition)

4. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adminis-
trasi negara lebih banyak didasarkan pada undang-undang
atau peraturan yang berlaku (legalistic approach) sedangkan
pada administrasi niaga kegiatannya lebih banyak ditentukan
secara bebas oleh kebijakan /keputusan pimpinannya yang
bermotif mencari keuntungan (profit motive).

5. Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat administrasi
negara kegiatannya tidak dikendalikan oleh harga-pasar, se-
dangkan administrasi niaga kegiatannya sangat dipengaruhi
oleh kondisi pasar (supply and demand principle)
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6. Administrasi negara dalam kegiatannya selalu ditujukan bagi
kepentingan kesejahteraan rakyat banyak (social welfare), se-
dangkan administrasi niaga kegiatannya lebih mengarah ke-
pada pemenuhan kepentingan ekonomi (economic welfare)
individu atau kelompok orang tertentu

7. Pelaksanaan dan hasil pelayanan yang dilakukan administrasi
negara tergantung pada penilaian oleh rakyat banyak dan me-
minta pertanggungjawaban publik (public accountbility), se-
dangkan administrasi niaga kegiatannya tidak tergantung pada
penilaian publik sehingga pelaksanaannya tidak harus bertang-
gung jawab pada publik.

Selain karakteristik tersebut diatas, adapula beberapa ciri-ciri
lain administrasi negara yang membedakannya dengan adminis-
trasi niaga yaitu :

Setiap orang dalam menjalankan kehidupannya tidak dapat
dilepaskan dari pengaruh/menghindar dari kegiatan administrasi
negara.

1. Administrasi negara dapat memaksa setiap orang untuk me-

matuhi peraturan atau undang-undang yang berlaku
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2. HKegiatan yang dilakukan oleh administrasi negara seringkali
merupakan kegiatan yang harus diprioritaskan

3. Bidang cakupan dan luasnya kegiatan administrasi negara
mempunyai ukuran yang tidak terbatas

4. Pimpinan puncak administrasi negara bersifat politis (pejabat-
pejabat politik) yang dipilih berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang berlaku

5. Pelaksanaan kegiatan oleh administrasi negara seringkali sa-
ngat sulit diukur tingkat keberhasilannya dan effisiensinya

6. Masyarakat senantiasa mengharapkan agar administrasi ne-
gara dapat memenuhi segala macam kebutuhan mereka.

Sebagaimana telah disinggung di depan, karakteristik admi-
nistrasi negara tersebut diatas sebagian sudah tidak relevan lagi
karena adanya perkembangan situasi dan kondisi global (ekologi
administrasi negara) yang berpengaruh besar terhadap profil dan
performance administrasi negara. Seperti misalnya timbulnya ke-
sadaran baru yang ingin membentuk profil dan performens admi-
nistrasi negarayang lebih bernuansa ekonomis (tercapainya tujuan
administrasi negara secara lebih ekonomis, efektif dan efisien)
dan juga yang lebih demokratis (administrasi negara yang lebih
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3. Paradigma Administrasi Negara

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat dicermati dari per-
kembangan paradigmanya. Paradigma adalah merupakan suatu
“mainstream” alur pemikiran/ pandangan yang mendasar dari su-
atu ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semes-
tinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Peran/tugas
paradigma adalah : menggolongkan, merumuskan, dan menghu-
bungkan exemplar (hasil temuan ilmu pengetahuan yang telah dite-
rima secara umum) dengan teori-teori, metoda-metoda dan seluruh
pengamatan yang terdapat dalam metoda tersebut.

“Paradigm is a fundamental image of the subject matter within
a science”, demikian kata para pakar. Dan Thomas Khun (1962).
Sebagai orang yang tercatat pertama kali mempopulerkan istilah
paradigma dalam bukunya yang terkenal "the structure of scien-
tific revolution) mengatakan bahwa “perkembangan ilmu
pengetahuan tidak terjadi secara kumulatif tetapisecara revolusi”.
la kemudian menyusun sebuah model perkembangan ilmu-
pengetahuan sebagai berikut:

Paradigm | — normal science — anomaly - Crisis - Revolution -
Paradigm II.
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Model paradigma ilmu pengetahuan Khun ini menjelaskan ke-
pada kita bahwa suatu paradigma ilmu yang ketika awalnya telah
banyak diterima kemudian akan mengalami goncangan - krisis -
revolusi — dan seterusnya menghasilkan paradigma ilmu yang baru.
Demikian seterusnya, seperti halnya dengan ilmu administrasi Ne-
gara.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat perkembangan para-
digma ilmu administrasi negara. Banyak sekali pakar administrasi
negara yang telah menjelaskan paradigma administrasi negara
yang tentu saja pandangan-pandangannya ada yang sama ada
pula yang berbeda. Pada kesempatan ini akan dikemukakan pan-
dangan Nicholas Henry mengenai paradigma administrasi negara
dalam bukunya public administration and public affairs (1975).
Menurut Henry dengan mengutip pandangan R.T. Golembiewski ,
administrasi Negara akan dapat dikaji dengan baik bila administrasi
Negara itu dapat diketahui ciri-ciri baik “locus” maupun “focus”nya.
Lokus mempertanyakan tentang dimana letak institusional dari
administrasi Negara misalnya apakah di birokrasi pemerintah atau
di tempat lain: sedangkan fokus mempertanyakan tentang apa/
spesalisasi administrasi negara itu, misalnya apakah masih tentang
prinsip-prinsip administrasi Negara atau telah berubah.
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